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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang. 
 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan 
salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai 
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan 
landasan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian 
nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). 
Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan 
amanat beberapa Undang-Undang (UU) yaitu: (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian, yaitu pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab 
Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun 
koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu 
berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah yaitu pemberdayaan UMKM merupakan bagian yang 
integral dalam pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan secara 
menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang 
kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan 
pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, 
peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan 
dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan 
kemiskinan. (3) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yaitu: 
a. peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah di 
Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dan memperkuat 
basis ekonomi dalam negeri; 
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b. pengembangan UKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yangmakin berbasis 
iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan 
barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi 
yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian 
domestik; 
c. koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang 
efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik 
produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi 
gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan 
sosial dan ekonomi masyarakat; dan 
d. pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan 
pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi 
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan 
ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, 
perlindungan, dan pembinaan usaha. 
 
Amanat UUD 1945 dan tiga UU tersebut mengarahkan pemberdayaan koperasi dan 
UMKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (affirmative) dan 
pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan 
dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas 
usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan 
UMKM yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat 
yang sama, pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk membangun 
kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, 
penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang 
tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Pemberdayaan koperasi dan 
UMKM juga diarahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam 
perekonomian, baik dalam penganggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan 
kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan. 

Dengan demikian pembangunan Koperasi dan UMKM harus dapat dijadikan sebagai 
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pemacu utama dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Tentu hal ini akan 
memerlukan waktu dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaannya, 
terutama untuk mengatasi berbagai masalah kemiskinan dan pengangguran di 
Provinsi Maluku. Dalam kaitan ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 telah menegaskan salah satu di antara 
tiga substansi Visinya yakni ”Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan dan berdaulat 
atas gugusan kepulauan”, yang bermakna dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, 
memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masayarakat dan 
memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi  masyarakat diseluruh wilayah Provinsi 
Maluku .Substansi Visi ini hakekatnya memiliki korelasi yang signifikan dengan 
lingkup tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, sehingga 
diperlukan penjabaran yang lebih rinci, operasional dan spesifik di dalam Rencana 
Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku. 

Penyusunan Dokumen Renstra ini merupakan kerangka teknis Dinas Koperasi UKM 
Provinsi Maluku dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sesuai lingkup 
tugas pokok dan fungsinya, yang selanjutnya merupakan pedoman pula bagi Dinas 
ini dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan sepanjang periode tahun 
2019 – 2024. 

 
1.2 Landasan Hukum. 

 

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Maluku adalah didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten 
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3895) jo. Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian 
Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan 
Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4350);  

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; 
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 
7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil 

dan Menengah; 
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  
9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tata Cara 

Pembubaran Koperasi;  
10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam; 
11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan, 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil 
dan Menengah. 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

15) Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Maluku; 

16) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 

17) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

18) Peraturan Daerah Nomor        Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 
2019 – 2024 Provinsi Maluku 

19) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provinsi Maluku 

20) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Uraian 
Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan 
Pengawas Di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan 
Menengah Provinsi Maluku 

21) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 68 Tahun 2017 Tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah Provinsi Maluku. 
 

1.3 Maksud dan Tujuan. 
 

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku, dimaksudkan untuk 
menjabarkan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sebagaimana 
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tertera dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024. Penjabaran yang 
dilakukan ini, tentu dengan memperhatikan pula program-program strategis 
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta 
berkelanjutan/kesinambungan program/ kegiatan Dinas Koperasi UKM 
Provinsi Maluku yang telah dan sementara dilaksanakan melalui pendekatan 
pembangunan berbasis Gugus Pulau. 
Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah Provinsi Maluku adalah : 
a. Sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019 – 2024. 
b. Melaksanakan koordinasi antar pelaku pembangunan di bidang Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah dalam wilayah Provinsi Maluku, yang 
berdaulat atas gugus kepulauan. 

c. Menjalin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi pemberdayaan Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah, baik antar Provinsi dan Kabupaten/Kota 
maupun ditingkat pusat. 

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pelaporan. 
 

1.4 Sistimatika Penulisan. 
Penyusunan Rencana Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Maluku  adalah : 
BAB I  PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan. 
BAB II  GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM, berisi uraian 

tentang Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber daya SKPD, Kinerja 
Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. 
BAB III  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN 
KOPERASI UKM, menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku, 
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Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,Telaahan 
Renstra K/L. 
BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN, pada bab ini berisi pokok bahasan tentang, 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Maluku. 
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, pada bab ini menguraikan strategi 
dan arah kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UKM 
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, bab ini 
berisi tentang Program dan Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh 
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku selama lima tahun kedepan. 
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KUKM , bab ini berisi tentang 
kinerja penyelenggaraan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku selama lima tahun 
kedepan. 
BAB VIII. PENUTUP 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM    

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut : 
A. Tugas dan Fungsi 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; d. pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas; f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas 
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dan fungsinya. B. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri dari : 
1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan; 
2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan 
3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan penilaian Kesehatan; d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri   
 dari : 
1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 
2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; 
3) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari : 
1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil; 
2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; 
3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan f. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari : 
1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha , Kecil dan    Menengah; 
2) Pengelola Dana Bergulr Koperasi, Usaha , Kecil dan Menengah 
3) Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha , Kecil dan    Menengah 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. Merujuk pada penjelasan tentang Tugas Pokok dan Struktur Organisasi yang telah dikemukakan di atas, tampak bahwa bangunan struktur organisasi telah dipandang cukup solid dan mampu mengemban tugas 
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pokok yang diemban oleh Dinas Koperasi UMKM.Ini merupakan salah satu kekuatan penting yang dinilai dapat mendinamisasi berbagai fungsi manajerial termasuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku 
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 Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi UMKM Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku   KEPALA UPTDKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHASEKSI DIKLAT PERKOPERASIAN DAN UKM
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 Gambar 2.3. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM Dinas Koperasi UMKM   
 

KEPALA UPTDKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHASEKSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
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 Gambar 2.4. Struktur Organisasi UPTD PLUT KUMKM Dinas Koperasi UMKM   KEPALA UPTDKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHASEKSI LAYANAN USAHA KOPERASI DAN UKM
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2.1.2. Uraian Tugas 
1. Kepala Dinas 1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/publik. 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana; c. membina bawahan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan; d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; e. merumuskan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; g. merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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h. menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien; i. memantau penyelenggaraan layanan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal; j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.  
2. Sekretariat 

1. Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 
mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan 
layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. 

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. menyusun rencana operasional Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas 
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai dengan 
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tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang 
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup 
Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi 
kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku secara berkala 
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai 
target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas 
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan 
akuntabel; 

f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, 
ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya 
aparatur di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan 
organisasi ke depan; 

g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, 
perencanaan dan keuangan lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di 
lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 
penyusunan data statistik sektoral bidang koperasi dan UKM; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup sekretariat Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dengan cara 
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang 
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja 
di masa yang akan datang; 
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j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah 
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.Sekertariat  
 
Dinas terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian yaitu : 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Tugas Pokok Subbagian Kepegawaian dan Umum 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun 
rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan 
umum di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan 
pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum. 

 
Tugas Pokok Subbagian Perencanaan dan Keuangan  
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun 
dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan 
Keuangan serta menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan keuangan 
di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan 
1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan 
perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan serta pengawasan, 
pemeriksaan dan penilaian kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
mencapai kinerja yang optimal. 
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2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. menyusun rencana operasional Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 

berdasarkan program kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Kelembagaan 
dan Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang 
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang 
Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur 
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Kelembagaan 
dan Pengawasan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur 
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. memverifikasi data dan jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam/unit 
simpan pinjam, dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, izin 
pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional 
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar 
koperasi dan pembubaran koperasi, bimbingan dan penyuluhan dalam 
pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional 
dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, koperasi 
simpan pinjam/unit simpan pinjam, yang wilayah keanggotaannya lintas 
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi serta penilaian 
kesehatan simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, penciptaan iklim 
usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi dan 
penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 
serta penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagi bentuk akuntabilitas 
kinerja; 
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h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi program 
kelembagaan dan pengawasan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan 
efisien; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang 
Kelembagaan dan Pengawasan dengan cara membandingkan antara 
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai 
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan 
Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara 
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

 
 

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut : 
1. Seksi Kelembagaan Dan Perizinan 

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas menyusun dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan perizinan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

2. Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan 
Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas menyusun 
dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keanggotaan dan penerapan 
peraturan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 
optimal. 

3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan 
Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas 
menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengawasan, 
pemeriksaan dan penilaian kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
mencapai kinerja yang optimal. 
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4. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi  
1.  Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi 
usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi serta 
peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal. 

2. Uraian sebagaimana tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. menyusun rencana operasional Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan 

Koperasi berdasarkan program kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan 
dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan 
tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan 
efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang 
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan peraturan dan 
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan dan 
Pengembangan Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan 
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan dan 
pengembangan koperasi melalui fasilitasi usaha koperasi, peningkatan 
kualitas sdm koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan 
usaha koperasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana 
operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, perluasan akses 
pembiayaan/permodalan dan non pembiayaan, pembinaan dan bimbingan 
teknis anggota koperasi, kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya, 
pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi, dan perlindungan 
koperasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana 
operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 
akuntabel; 
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g. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi program 
pemberdayaan dan pengembangan koperasi sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan 
efisien; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan 
dan Pengembangan Koperasi dengan cara membandingkan antara rencana 
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j.  menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan 
Pengembangan Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
 
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyan tiga (3) 
seksi yaitu 

1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi 
Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas menyusun dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang fasilitasi usaha koperasi sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi 
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai 
tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 
pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi 
Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai 
tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan 
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kualitas sumber daya manusia koperasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
mencapai kinerja yang optimal. 

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil  
1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi usaha kecil, 
pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil serta peningkatan 
kualitas kewirausahaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target 
kinerja yang optimal. 

2.  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. menyusun rencana operasional Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil 

berdasarkan program kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta 
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan 
Usaha Kecil sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan 
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang 
Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan 
Usaha Kecil secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan usaha kecil 
melalui program fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan 
perlindungan usaha kecil serta peningkatan kualitas kewirausahaan sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat 
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha 
kecil, pendataan izin usaha  kecil (IUMK), pengembangan usaha kecil dengan 
orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah dan 
pengembangan kewirausahaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, 
efisien dan akuntabel; 
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g. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar 
negeri sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi program 
pemberdayaan usaha kecil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan 
Usaha Kecil dengan cara membandingkan antara rencana operasional 
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan 
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil 
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk 
akuntabilitas kinerja; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Mempunyai Tiga (3) Seksi Yaitu : 

1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil 
Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan 
kebijakan teknis di bidang fasilitasi usaha kecil sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk mencapai kinerja yang optimal. 

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil 
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai 
tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 
pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 
Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas menyusun dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan 
sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 
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6. UPTD Balai Diklat KUMKM Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah; d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan fungsinya. 
7. UPTD Pengelola Dana Bergulir KUMKM Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah; 
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha kecil dan menengah; d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahterkait dengan tugas dan fungsinya. 
8. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha terpadu koperasi, usaha kecil dan menengah; d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan tugas dan fungsinya. 

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku 2.2.1. Sumberdaya Manusia Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi Usaha  Kecil dan Menengah Provinsi Maluku pada tahun 2019 sebanyak 67 orang orang dengan rincian pendidikan sebagai berikut : 
� SD :  1 Orang. 
� SMP : - Orang. 
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� SMA : 13 Orang. 
� DIII :  1 Orang. 
�  S1  : 42 Orang. 
�  S2  : 10 Orang                                                                                              Gambar 2.5. Data Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan    Tabel 2.1 Jumlah Pegawai pada Sekretariat / Bidang /UPTD Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku 
No. BIDANG/UPTD PNS 

(Org) 
PPKL 
(Org) 

Peg Kontrak 
(Org) 

I. 
a. 
b. 
c. 
 
e 
 
III. 
 

DINAS PROVINSI Kepala Dinas Sekretariat Bidang Kelembagaan & Pengawasn Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi UPTD Diklat UPTD PDB-D UPTD PLUT UMKM  1 15 6  6  9   9 11 10   13 3  1  2   4 4 4  
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

3 
3 

13 
 TOTAL 67 31 31  Tingkat Pendidikan SDSMPSMADIIIS1S2
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Untuk Pegawai Kontrak dengan jumlah 31 Orang terdiri dari 8 orang Cleaning service, 6 orang tenaga Supir, 8 orang petugas keamanan yang tersebar di Dinas dan UPTD serta ditambah dengan tenaga Konsultan berjumlah 7 orang di UPTD PLUT KUMKM. Sedangkan PPKL merupakan tenaga yang telah disekolahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui pembiayaan APBD.  2.2.2. Sarana dan Prasarana Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Usaha  Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2. Perlengkapan dan Peralatan Kantor  
NO NAMA BARANG JUMLAH (UNIT) 1 Mobil  3 2 Sepeda Motor 3 3 Rak Kayu 11 4 Filling Besi/Metal 12 5 Mesin Absensi 1 6 Display  1 7 Lemari Kayu 9 8 Meja Kayu/Rotan 58 9 Kursi Besi/Metal 8 10 Kursi Kayu/Rotan 35 11 Kursi Tamu 1 12 Meja ½ Biro 40 13 Sofa  4 14 Mesin Potong Rumput 1 15 Lemari Es 1 16 Ac Unit 2 17 Ac Split 12 18 Televisi  2 19 Camera Film 2 20 Mimbar/Podium 1 21 Taplak Meja  3 22 P.C Unit 4 23 Laptop  10 24 Notebook  12 25 Printer  13 26 Personal Komp Lainnya 1 
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27 Peralatan Jaringan Lainnya 15 28 Peralatan Sidik jari 1 29 Meja Kerja Pejabat Esalon II 1 30 Meja Kerja Pejabat Esalon III 5 31 Meja Kerja Pejabat Esalon IV 10 32 Kursi Kerja Pejabat Esalon II 2 33 Kursi Kerja Pejabat Esalon III 5 34 Kursi Kerja Pejabat Esalon IV 12 35 Projecktor+Attachment 1 36 Microphone/Wireless Mic 1 37 Speaker 2 38 Facsimile 1  Prasarana pendukung lainnya yang  harus dilengkapi antara lain Kantor UPTD Balai Diklat, ruang diklat, mobil operasional UPTD PLUT-KUMKM, ruang pusat data serta ruang arsip.  2.2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha  Kecil dan Menengah  Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha  Kecil dan Menengah, maka berdasarkan Renstra Dinas Koperasi Usaha  Kecil dan Menengah Tahun 2015 – 2019 terdapat 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai yaitu :  
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Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan  Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku  No Indikator kinerja Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian Pada Tahun ke 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Presentasi Koperasi Aktif    73,02 73,27 72,76 73,25 73,76 73,02 73,27 72,76 73,25  100 100 100 100  2 Presentasi Wirausaha Pemula yang mengalami peningkatan skala usaha    40,98 40,98 22,73 42,86 37,50 40,98 40,98 22,73 42,86  100 100 100 100  3 Jumlah UMKM yang meningkat usahanya    0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03  100 100 100 100  
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4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien    95,08 98,91 96,48 96,58 97,30 95,08 98,91 96,48 96,58  100 100 100 100  Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Maluku 2014 - 2019  
Uraian 

Anggaran Tahun ke 

 

Realisasi Tahun ke 

 

Rasio Capaian Pada Tahun ke 

 Rata – 
rata 

Pertumbu
han 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
An
gga
ran 

Re
ali
sa
si 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

680.157.500 1.695.769.500 
 

1.525.256.017 
 

  1.697.072.000 1.803.318.000 1.841.562.000 625.445.332 1.841.562.000 
 

1.517.407.999 
 

1.651.318.613 1.766.756.928  91,00 97,94 99,48 98 97,97    

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

2.677.005.000 1.392.394.000 
 

880.455.000 
 

224.360.000 218.740.000 202.932.000 2.549.924.535 202.932.000 
 

871.901.491 
 

202.839.429 213.604.276  95,26 93,38 99,02 91 97,65    

Program 
peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur  

 
447.333.000 

 
 

103.735.000 - 58.400.000 28.800.000   1.563.100 - - 57.948.000 26.679.000  92,01 100 0 99,22 92,64    

Program 
penciptaan 
Iklim Usaha 
Kecil 
Menegah 
yang 
Kondusif 

 
 
       - 

 
 

337.556.500  
460.140.000 

 
85.900.248 90.000.000 61.000.000    - 61.000.000 

 
455.833.200 

 
82.542.500 89.219.000   96,93 99,06 96,09 99,13    
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Program 
Pengembang
an 
Kewirausaha
an dan 
Keunggulan 
Kompetitif 
Usaha Kecil 
Menengah 

 
 
178.500.000 

 
 
 

1.109.685.000  
484.245.100 

 
113.175.000 307.350.000 72.080.000 110.696.800 72.080.000 

 
466.204.000 

 
98.648.100 277.378.440  62,02 82,15 96,27 88,00 90,25    

Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Kelembagaan 
Koperasi 

 
 
613.500.000 

 
 

254.562.500 
 

198.776.000 
 

197.265.000 - - 612.780.000 - 
 

198.776.000 
 

178.355.000 -  99,89 84,44 100 91,00     

Program 
Pengembang
an Sistim 
Pendukung 
Usaha bagi 
UMKM 

- 174.625.000 - 250.000.000 - -   - - - 246.249.000 -  - 100 - 99,00 -    

Program 
Peningkatan 
Pengembang
an Sistim 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

           - - - - - 18.130.000 - 18.130.000 - - -  - - - - -    

Program 
Pengarusutam
aan Gender 

- 79.595.000 - - - - - - - - -  - 100 - - -    
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2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas  
Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Secara kualitatif kinerja Koperasi, Usaha , Kecil dan Menengah masih perlu diperbaiki baik dari aspek kelembagaan, maupun produktifitas usaha, sehingga citra koperasi UMKM sebagai penggerak ekonomi mampu berkembang untuk 5 tahun yang akan datang. 

2.3.1 Tantangan 1. Kondisi geografis wilayah Maluku dan Penerapan otonomisasi daerah serta pembagian kewenangan menjadikan terbatasnya jangkauan pembinaan termasuk  belum di dukung dengan ketersediaan sarana penunjang dalam menjangkau objek binaan. 2. Belum tersedianya data Koperasi  usaha kecil dan menengah secara detail valid dan up to date, di Kabupaten /Kota; 3. Manajemen Koperasi  dan UKM yang belum optimal 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang belum maksimal 5. Terbatasnya jejaring usaha antar UKM dengan koperasi maupun badan usaha lainnya.  6. Terbatasnya kemampuan koperasi dan UKM dalam mengakses sumber sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak perbankan.   7. Kemitraan usaha antar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan BUMN/BUMS belum maksimal; 8. Kurangnya akses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap peluang/informasi pasar;   9. Rendahnya jiwa wirausaha Usaha , Kecil dan Menengah; 10. Rendahnya kualitas produk unggulan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.   
 

 



 
 R e n s t r a  D i n a s  K o p e r a s i  U K M  P r o v i n s i  M a l u k u  

T a h u n ,  2 0 1 9 - 2 0 2 4  
 

34 

2.3.2 Peluang Dengan melihat berbagai hal yang terjadi dalam pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM maka dilakukan : 1. Adanya Regulasi yang Mendukung KUMKM 2. Peluang Pengembangan Usaha Luas.  Era globalisasi ini menghendaki adanya pergerakan barang dan jasa semakin bebas dan luas oleh karena itu Koperasi dan UMKM harus memanfaatkan kesempatan ini dengan mengoptimalkan seluruh kekuatannya untuk meraih kesempatan ini terutama dalam pengembangan usahanya. 3. Pasar KUMKM terbuka luas 4. Pembinaan dari Lembaga Keuangan untuk KUMKM 5. Dukungan dari berbagai stakeholder. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia banyak mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai stakeholder yang harus dimanfaatkan koperasi dan UMKM diantaranya Pemerintah, DEKOPIN,KADIN, Perbankan, OJK, Akademisi, Dunia Pendidikan, dan Pusat Pusat Inkubator Bisnis lainnya, dan beberapa dukungan lainnya melalui FGD-FGD Lintas Sektor. 6. Tersedianya fasilitasi pembiayaan untuk pemberdayaan koperasi dan UKM dari perbankan dan Non Perbankan   
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PEMBERDAYAAN KOPERASI UKM 
 

3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD  

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “expectation gap” antara 
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta 
antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat 
perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada 
umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan 
kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan 
ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dalam 
menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Provinsi diidentifikasi antara lain :  
1. Akses informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada 

koperasi dan UMKM belum berkembang dalam memanfaatkan teknologi dan 
informasi, serta didukung dengan ketersediaan sarana pendukung yang 
tersedia pada Kabupaten/Kota. 

2. Sumberdaya pengelola koperasi di daerah yang terbatas, sehingga sangat 
mempengaruhi kinerja koperasi di maksud, terutama dalam pembuatan 
laporan dan pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT). 

3. Peningkatan pemasaran hasil produk koperasi dan UMKM dalam bentuk 
promosi hasil produk maupun memperluas jaringan pemasaran melalui 
program kemitraan sangat terbatas. 

4. Koordinasi pemanfaatan dana pemerintah dalam bentuk dana bergulir bagi 
pengembangan koperasi dan UMKM maupun pemanfaatan dana perkuatan 
masih terdapat hambatan dalam mekanisme. 

5. Banyaknya koperasi yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun 
kegiatan operasional lainnya tidak sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi 
serta perundang undangan yang berlaku  

6. Untuk mendorong semangat berusaha bagi wirausaha pemula maka 
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diberikan pendidikan dan pelatihan yang didukung dengan bantuan 
perkuatan modal usaha. 

7. Belum tersedianya data Koperasi dan UKM yang akurat. 
 

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi UKM 
Provinsi Maluku 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Belum terwujudnya 
modernisasi dan 
efisiensi pengelolaan 
KUKM 

Rendahnya 
pemanfaatan IT bagi 
pengembangan KUKM 

� Kurangnya fasilitas IT dan 
sarana pendukung 

� Rendahnya SDM di bidang IT 
� Terbatasnya akses informasi dan 

komunikasi 
� Belum optimalnya dukungan 

pemerintah bagi modernisasi 
KUKM 

2 Pembuatan laporan 
koperasi dan RAT 
belum maksimal  

Sumberdaya pengelola 
koperasi di daerah yang 
terbatas 

� Rendahnya SDM pengelola 
Koperasi 

� Kurangnya Pendidikan dan 
Pelatihan kepada pengelola 
koperasi 

3 Rendahnya daya 
saing produk-produk 
koperasi dan UMKM  
 
 

Terbatasnya jaringan 
pemasaran dan 
kemitraan usaha  
 

� Pameran dan Promosi produk 
KUMKM terbatas baik di dalam 
maupun di luar daerah  

� Lemahnya inovasi dan penerpan 
iptek dalam pengembangan 
produk kumkm 

� Koperasi dan UMK belum 
mampu bekerjasama atau 
membangun jaringan 
pemasaran yang optimal  

� Belum optimalnya sinergitas 
antara Koperasi dan UMKM 
dengan Pemerintah maupun 
Stackholder lainnya  

4 Pemanfaatan dana 
bantuan pemerintah 
belum maksimal 

Kurangnya koordinasi, 
pemantauan dan 
evaluasi bantuan dana 
pemerintah 

� Kurangnya monitoring dan 
evaluasi yang dilaksanakan 

� Masih ada hambatan dalam 
mekanisme penyaluran maupun 
koordinasi, pemantauan dan 
evaluasi 

� Masih terbatasnya sumber – 
sumber permodalan yang dapat 
diakses KUMKM 

� Masih rendahnya kesadaran 
KUMKM sebagai penerima dana 
bantuan untuk menggunakan 
bantuan yang diterima maupun 
untuk pengembalian 
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5 Penataan 
kelembagaan 
koperasi belum 
maksimal dan belum 
sesuai ketentuan 

Manajemen pengelolaan 
koperasi belum optimal 

� Kurangnya pemahaman 
gerakan koperasi terhadap 
prinsip prinsip perkoperasin dan 
jati diri serta ketentuannya 

� Kurangnya pendidikan dan 
pelatihan tentang perkoperasian 
kepada gerakan koperasi 

� Kurangnya pengawasan 
terhadap pelaksanaan praktik 
praktik berkoperasi di 
masyarakat 

� Belum maksimalnya sinergitas 
antara aparat pembina, gerakan 
koperasi dam stackholder 
lainnya dalam pendampingan, 
pembinaan dan pengawasan  
terhdapa praktik praktik 
berkoperasi di masyarakat 

6 Kemampuan 
Wirausaha 
muda/pemula masih 
rendah 

Belum tumbuhnya jiwa 
wirausaha dikalangan 
pemula/muda 

� Kurangnya bantuan/ perkuatan 
modal bagi wirausaha pemula 

� Kurangnya pendidikan dan 
pelatihan bagi wirausaha 
pemula 

� Kurangnya sosialisasi kebijakan 
bagi pemula/pemuda  yang 
ingin berwirausaha 

7 Belum tersedianya 
data koperasi dan 
ukm yang akurat 

Sistem 
pengadministrasian dan 
database belum optimal 

� Belum optimalnya pemanfaatan 
aplikasi ODS oleh aparat 
pembina koperasi untuk 
pelaporan data koperasi 

� Belum adanya sinergitas data 
oleh aparat pembina di 
kab/kota maupun provinsi 

� Kurangnya pemantauan dan 
pelaporan dan evaluasi data 
akurat baik di tingkat provinsi 
maupun kabupaten/kota 

 
3.2. Telaahan Visi,  Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur 

Maluku Periode Tahun 2019-2024  

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sebagaimana tertuang dalam RPJMD 
Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dirumuskan dengan memperhatikan Visi 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 
2005 – 2025, dimana untuk RPJMD berada pada tahapan memantapkan dan 
menjamin kesinambungan pembangunan secara menyeluruh dengan tahap 
sebelumnya diberbagai bidang untuk menciptakan Maluku yang bertaqwa, 
rukun, aman, dan damai, maju dan mandiri serta adil demokratis.  
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Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi wilayah, permasalahan, tantangan 
dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Maluku maka Visi 
Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 yakni  

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,                                               
Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ” 

 

Pernyataan visi diatas mengandung makna sebagai berikut : 

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung 
makna : 

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk 
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani 
masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
Maluku. 

Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna: 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta 
seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk 
menjamin peningkatan kesejahteraan masayarakat dan memperkecil 
kesenjangan sosial dan ekonomi  masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku. 

Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna : 

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, 
dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku. 

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi 
Maluku periode 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut : 

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani 

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi  yang ingin dicapai, baik 
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berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan 
yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi 
pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif. 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan 
terjangkau 

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru 
maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan 
tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara 
merata di seluruh wilayah Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan,  
dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga 
medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan 
terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak 
terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. 

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan 
Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan 
seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan 
nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap 
industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan 
lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.  

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau 

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis 
gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan 
infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di 
seluruh wilayah kepulauan Maluku. 
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5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan 
pariwisata 

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara 
berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling 
mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen 
masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati 
diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme 
sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi 
serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber 
daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.  

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, 
mandiri dan berprestasi 

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 
dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi 
generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui 
pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini 
juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi 
ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan 
dengan prinsip  tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun 
ditinggalkan ( no one left behind ) .   
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Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur/ Wakil Gubernur Maluku 
2019-2024 

No Visi/Misi/ Program Kerja Tupoksi Dinas 
Koperasi UKM Permasalahan 

Faktor 
Penghambat dan 

Pendorong 

1 Visi : 
Maluku yang Terkelola Secara 
Jujur, Bersih dan Melayani, 
Terjamin Dalam Kesejahteraan 
dan Berdaulat atas Gugus 
Kepulauan 

Misi :  
Mewujudkan birokrasi yang 
dinamis, jujur, bersih dan 
melayani 

 Program : 
1. Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
2. Program Peningkatan Sarana 

& Prasarana Aparatur 
3. Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur 
4. Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
5. Program Peningkatan     
    Kapasitas SDM Aparatur 
 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi 

Peningkatan 
kualitas 
produktifitas kerja 
lingkup Dinas 
Koperasi dan UKM 
 

Penghambat : 
Kualitas pelayanan 
yang belum 
maksimal 
 
 
Pendorong: 
Tersedianya 
Aparatur Pembina 
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2 Visi 
Maluku yang Terkelola Secara 
Jujur, Bersih dan Melayani, 
Terjamin Dalam Kesejahteraan 
dan Berdaulat atas Gugus 
Kepulauan 
 
Misi 
Meningkatkan suasana kondusif 
untuk investasi, budaya dan 
pariwisata 
 
Program 
1. Program Penciptaan Iklim 
Usaha yang Kondusif 
2. Program Pengembangan 
Sistim Pendukung Usaha bagi 
UMKM 
3. Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif 
4. Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 
5. Program Peningkatan Peran 
Serta Gender Dalam 
Pembangunan 
 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi 

Peningkatan 
kapasitas ekonomi 
melalui 
pengembangan 
sarana & 
prasarana serta 
permodalan 

Penghambat : 
Kualitas 
Kelembagaan, 
Usaha, Produk, 
Kemitraan dan 
Jaringan Usaha 
serta Pembiayaan 
Usaha Koperasi 
dan UMKM Belum 
Optimal 
 
Pendorong: 
Adanya Regulasi 
yang mengatur 
tentang KUMKM 
 
Adanya dukungan 
regulasi dan 
kebijakan baik dari 
pemerintah 
maupun 
stakholder terkait 

3 Visi 
Maluku yang Terkelola Secara 
Jujur, Bersih dan Melayani, 
Terjamin Dalam Kesejahteraan 
dan Berdaulat atas Gugus 
Kepulauan 
 
Misi 
Mewujudkan sumberdaya 
manusia yang profesional, 
kreatif, mandiri dan berprestasi 
 
Program 
1. Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif 
 
 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi 

peningkatan 
sumber daya 
manusia  

 

Penghambat : 
Rendahnya SDM 
Koperasi dan 
Pelaku UMKM 
 
 
 
 
 
 
Pendorong : 
Tersedianya SDM 
Koperasi & UMKM 
 
Adanya dukungan 
dana dari 
pemerintah 
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 

Dengan berpedoman  pada RPJMN Tahun 2020 -2024 yaitu untuk Mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai 
wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dengan 
memperhatikan kondisi ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi yang 
stagnan maka arah kebijakan yang ditempuh adalah transformasi struktural 
untuk peningkatan kesejahteraan melalui Revitalisasi Industri, Modernisasi 
Pertanian, Pembangunan Infrastruktur khususnya Konektivitas dan Energi untuk 
mendukung pertumbuhan, Hilirisasi Pertambangan dan trasformasi sektor jasa 
serta Diversifikasi Eksport 
Memperhatikan arah kebijakan RPJMN tersebut maka Kementerian Koperasi dan 
UKM  berupaya membangun Koperasi dan UMKM berkualitas dan berdaya saing 
serta menjadikannya   memegang peran penting dalam strategi pembangunan 
Indonesia tahun 2020 – 2024. Dengan basis Institusional sebagai peluang 
pembangunan KUMKM serta lingkungan strategi eksternal ( MEA, SDGs serta 
Hubungan Bilateral dan Multilateral Negara Negara Industri ) maka arah 
kebijakan pembangunan Koperasi UMKM Tahun 2020 -2024 sebagai grand 
Strategy Pembangunan adalah Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Peningkatan 
Kapasitas Kelembagaan, dan Peningkatan Kapasitas SDM. Hal tersebut 
diwujudkan dalam kebijakan penggembangan UMKM, Koperasi dan 
kewirausahawanan melalui  meningkatkan kapasitas usaha dan pelaku usaha 
hingga mampu tumbuh menjadi usaha berkelanjutan dengan sekala lebih besar 
dengan strategi :   

• Penguatan kelembagaan pengembangan bisnis dan pusat pengembangan 
usaha 

• Pengembangan kemiteraan usaha termasuk melalui temu bisnis antara 
investor, UMKM serta berbagaipemangku kepentingan lainnya 

• Pengembangan platform teknologi untuk pemasaran, logistik, pembiayaan 



  R e n s t r a  D i n a s  K o p e r a s i  U K M  
P r o v i n s i  M a l u k u  T a h u n  2 0 1 9 - 2 0 2 4  
 

44 

dan akses informasi  

Penggembangan Koperasi diarahkan untuk meningkatkan inovasi koperasi agar 
adaptif dan responsif terhadap perubahan, dengan strategi 

• Regulasi atau deregulasi perturan perkoperasian agar lebih ringkas, 
adaptif dan infatif 

• Restrukturisasi kelembagaan koperasi melalui pembubaran koperasi 
bermasalah serta penggabungan atau amalgamasi 

• Pengembangan simpul inovasi Koperasi (innovation Cooperation Hub) 
berbasis kolaborasi antar pihak 

• Pemekaran Usaha koperasi dalam bentuk grup atau holding koperasi 
• Penguatan koperasi skala besar dan pengembangan koperasi model baru 

berdasarkan sektor strategis dan potensi daerah  

pengembangan kewirausahawanan diarahkan kepada pengembangan dan 
penguatan ekosistem usaha yang kondusif agar jumlah dan kemampuan 
wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh dapat meningkat, dengan strategi  

• Pemasyarakatan kewirausahawanan 
• Fasilitasi usaha melalui kompetisi, pelatihan, pendampingan dan 

pemagangan 
• Penguatan peranan inkubator 
• Pengembangan akses pembiayaan bagi wirausaha   
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Tabel 3.3. Telaah Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 yang Terkait 
Langsung dengan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku  

No Agenda/ Arah kebijakan 
Pembangunan Nasional 

Tupoksi Dinas 
Koperasi UKM Permasalahan 

Faktor 
Penghambat dan 

Pendorong 

1 Arah kebijakan : 
Penguatan Kewiraushaan dan 
Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) 
Strategi : 
Peningkatkan kemitraan usaha 
antara usaha mikro kecil dan 
usaha menengah besar 
 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi 

Belum optimalnya 
kemitraan usaha 
natara usaha mikro 
kecil dan 
menengah besar di 
daerah 

Penghambat : 
Terbatasnya 
kemampuan 
Koperasi dan 
usaha mikro untuk 
bermita karena 
kualitas 
kelembagaan,  dan 
hasil produksinya 

 
Pendorong: 
Adanya Regulasi 
dan Kebijakan 
yang mengatur 
tentang Kemitraan 
antara Koperasi 
dan UMKM 

2 Arah kebijakan : 
Penguatan Kewirausahaan dan 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah 
(UMKM) 

Strategi : 
Peningkatan Kapasitas Usaha 
dan Akses Pembiayaan bagi 
Wirausaha 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi  

Belum optimal 
teraksesnya 
sumber 
pembiayaan bagi 
wirausaha dan 
belum 
meningkatnya 
kapasitas usaha 
KUMKM 

Penghambat: 
Belum teraksesnya 
dengan baik 
sumber sumber 
pembiayaan bagi 
KUMKM 
 
Pendorong : 
Adanya dukungan 
modal awal usaha 
 
Adanya skema 
pembiayaan bagi 
KUMKM 
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3 
Arah kebijakan : 
Penguatan Kewirausahaan dan 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah 
(UMKM) 
 
Strategi : 
Peningkatan Kapasitas 
,Jangkauan dan inovasi Koperasi 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi 

KUMKM belum 
meiliki jangkaun 
yang luas dan 
inovasi yang tinggi 
dalam 
meningkatkan 
kapasitas 
usahanya. 

Penghambat: 
Belum 
terinstitusinya 
kelompok 
kelompok usaha 
menjadi Koperasi 
 
Pendorong : 
Adanya keinginan 
Kelompok2 Usaha 
untuk membentuk 
Koperasi 
 
Adanya 
Pendampingan 
dan pelatihan yang 
diberikan kepada 
Koperasi 

4 
Arah kebijakan : 
Penguatan Kewirausahaan dan 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah 
(UMKM) 
 
Strategi : 
Peningkatan Penciptaan 
Peluang Usaha dan Start Up 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi 

belum 
maksimalnya 
penciptaan 
peluang usaha dan 
kesempatan 
berusaha bagi start 
up 

Penghambat: 
KUMKM belum 
mengoptimalkan 
sarana & 
prasarana 
usahanya 
 
Pendorong : 
Adanya pelatihan 
kewirausahaan 
 
Adanya Sentra 
industri kecil 
KUMKM 

5 
Arah kebijakan : 
Penguatan Kewirausahaan dan 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah 
(UMKM) 
 
Strategi : 
Peningkatan Nilai Tambah 
Usaha Sosial 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi 

Belum optimalnya 
nilai tambah usaha 
sosial KUMKM 

Penghambat: 
Kapasitas Usaha 
KUMKM masih 
rendah 
 
Pendorong : 
Adanya kebutuhan 
KUMKM untuk 
mengakses 
permodalan 
 
Adanya 
pendamping akses 
permodalan  
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis 
 
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku tahun 
2019-2024 harus memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku terutama menyangkut penetapan pola dan 
struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam 
penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas 
pembangunan wilayah Provinsi. Keselarasan dokumen Renstra dan RTRW 
untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup 
di Provinsi Maluku secara berkelanjutan. 
Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam 
pengembangan perekonomian provinsi meliputi : 
a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam 
dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan 
wilayah; 
b. menciptakan iklim investasi yang kondusif; 
c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agara tidak melampaui daya 
dukung dan daya tampung kawasan; 
d. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan 
kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; 
e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan 
f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi. 

 
Kawasan Strategis dari aspek Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi adalah 
sebagai berikut :  

a. kawasan Seram Barat (GP 2);  

b. kawasan Seram Selatan (GP 5);  

c. kawasan Seram Timur (GP 4);  

d. kawasan Seram Utara (GP 3);  



  R e n s t r a  D i n a s  K o p e r a s i  U K M  
P r o v i n s i  M a l u k u  T a h u n  2 0 1 9 - 2 0 2 4  
 

48 

e. kawasan Pulau Buru (GP 1);  

f. kota Ambon (GP 7);  

g. kepulauan Tanimbar (GP 10);  

h. kepulauan Kei (GP 8);  

i. kawasan Bula (GP 4);  

j. kawasan Benjina (GP 9);  

k. zona industri Seram Selatan (GP5);  

l. kawasan Ambon-Natsepa-Tulehu-Liang.  
Pada renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku tahun 2014-2019, 
Program dan kegiatan yang direncanakan telah diupayakan semaksimal 
mungkin dapat mengikuti dan mendorong Rencana Tata Ruang Wilayah yang 
telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan perubahan atau pergeseran 
RTRW yang ada khususnya dengan penataan kawasan ekonomi dan 
perdagangan, hal ini terkait dengan dengan penataan sarana dan prasarana 
usaha koperasi dan UKM baik berupa Pasar maupun penataan pedagang kaki 
lima. 

Tabel : Telaah RTRW dan KHLS pada RPJMD 

No Kebijakan RTRW/KHLS Tusi Dinas 
Koperasi UKM Permasalahan Faktor Penghambat 

dan Pendorong 
1 RTW 

Pola Ruang dan Struktur 
Ruang :  
Struktur ruang ‘Gugus 
Pulau” dan Laut Pulau, 
melalui pengembangan 
industri berbasis SDA 
unggulan di tiap gugus 
serta  memperhatikan daya 
dukung lingkungan 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi 

 Penghambat: 
Maluku merupakan 
gugus pulau  
 
Pertumbuhan penduduk 
menggeser Struktur 
Ruang dan Wilayah 
 

Pendorong : 
Jumlah KUKM yang 
semakin meningkat 
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2 KHLS 
Permasalahan dan Isu 
Strategis :  
Pemerataan ekonomi dan 
infrastruktur di seluruh 
wilayah gugus kepulauan 
Maluku 

Membantu 
Gubernur dalam 
melaksanakan 
Urusan 
Pemerintahan 
bidang koperasi, 
usaha kecil dan 
menengah serta 
tugas pembantuan 
yang ditugaskan 
kepada Daerah 
Provinsi 

Ketersediaan 
Lahan KUMKM 
untuk 
pengembangan 
usaha  belum 
ditata dengan 
baik 

Penghambat: 
Lahan KUMKM belum 
tertata dengan baik 
dalam hal pemisahan 
antara aset KUMKM dan 
Asset pribadi 
 
Pendorong : 
Tersediaanya bantuan 
sarana dan prasarana 
usaha KUMKM melalui 
Revitalisasi Pasar dan 
Penataan Tempat Usaha 
PKL 
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Provinsi 
Maluku, dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang membutuhkan upaya 
penyelesaian antara lain : 

1. Belum optimalnya manajemen koperasi dan UKM; 
2. Terbatasnya akses Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap 

permodalan; 
3. Rendahnya Inovasi & adopsi teknologi dan pengembangan disain produk;  
4. Terbatasnya jaringan kemitraan usaha koperasi dan UKM  dengan Badan 

Usaha Lainnya; 
5. Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan; 
6. Terbatasnya kualitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ; 
7. Kurang pemahaman masyarakat dalam mengembangkan koperasi 
8. Rendahnya kualitas Kelembagaan Koperasi 
9. Kurangnya Pengawasan bagi Praktek Berkoperasi dan Pengolaan Bisnis 

UKM. 
10. Rendahnya fasilitasi promosi dan pemasaran produk Koperasi dan UKM. 
11. Belum tersedianya Data koperasi dan UKM yang akurat. 
12. Belum terinstitusi kelompok kelompok usaha bersama masyarakat dalam 

wadah koperasi 
Dari penentuan isu-isu strategis yang telah disebutkan diatas maka 
dirumuskan isu isu strategis utama yang akan dituangkan dalam program 
dan kegiatan strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi selama lima tahun 
kedepan sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya penataan Kelembagaan dan Manajemen KUMKM 
2. Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM, serta jiwa kewirausahaan 
3.Terbatasnya akses permodalan oleh KUMKM 
4.Terbatasnya promosi dan pameran produk KUMKM serta jaringan kemitraan    
   usaha antara koperasi dengan UKM dan badan usaha lainnya 
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Tabel : Isu Strategis Bidang Koperasi dan UKM di Provinsi Maluku 

 
 

Isu Strategis 
(tujuan) 

Masalah Pokok 
(Sasaran) 

Masalah (Strategi/ 
Program) 

Akar Masalah (Arah 
Kebijakan/ Kegiatan) 

Belum optimalnya 
penataan 
Kelembagaan dan 
Manajemen KUMKM 

Meningkatkan daya 
saing Koperasi dan 
usaha kecil menengah 
 

Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 
 
Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah 
 

� Pemeringkatan 
Koperasi 

� Penilaian kesehatan 
koperasi 

� Sosialisasi kebijakan 
teknis 
pemberdayaan 
KUMKM 

� Pendampingan 
melalui PPKL 

Rendahnya kualitas 
SDM Koperasi dan 
UMKM, serta jiwa 
kewirausahaan 

Membangun sdm 
yang berkualitas dan 
berdaya saing 

Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah 
 
Program Peningkatan 
Peran Serta dan 
Kesetaraan Gender 
dalam Pembangunan 
 

� Pendidikan dan 
Pelatihan teknis bagi 
KUMKM 

� Bimbingan teknis 
usaha, RAT dan TTG 
bagi KUMKM 

� Bimbingan teknis 
bagi Koperasi 
berwawasan gender  

Terbatasnya akses 
permodalan oleh 
KUMKM 

 
Meningkatkan Investasi 
dan Kemudahan 
Berusaha 

Program 
Pengembangan Sistim 
Pendukung Usaha Bagi 
Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah 
 
 
Program Penciptaan 
Iklim Usaha Kecil 
Menengah yang 
kondusif  
 
Program Pelayanan 
BLUD 
 

� Penyaluran Dana 
Bergulir 

� Bantuan Permodalan 
bagi Wirausaha 
Pemula 

� Pemantauan 
Penggunaan dana 
pemerintah oleh 
KUMKM 

� Sosialisasi kebijakan 
pemberdayaan 
KUMKM 

Terbatasnya promosi 
dan pameran produk 
KUMKM serta 
jaringan kemitraan 
usaha antara 
koperasi dengan 
UKM dan badan 
usaha lainnya 

Meningkatkan daya 
saing Koperasi dan 
usaha kecil menengah 
 
 
Meningkatkan Investasi 
dan Kemudahan 
Berusaha 

Program Penciptaan 
Iklim Usaha Kecil 
Menengah yang 
kondusif  
 
 
Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah 

� Peningkatan kualitas 
produk unggulan 
daerah 

� Fasilitasi akses 
pemasaran berbasis 
digital 

� Pameran dan 
Promosi Produk 
KUMKM 
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BAB  IV 

TUJUAN DAN SASARAN 
 

 
 

4.1. Tujuan dan Sasaran 

Perumusan tujuan dan sasaran menengah Perangakat Daerah merupakan salah 
satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah. Perumusan 
tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana 
mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. 
Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan 
menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang 
diemban.
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Tabel 4.1 
Tujuan dan sasaran Jangkah Menengah Pelayanan  

No  Tujuan  sasaran Indikator  Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke 
    2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Meningkatkan daya 
saing Koperasi dan 

usaha kecil menengah 

Meningkatnya 
pertumbuhan 

Koperasi dan UKM 

Presentasi Koperasi Aktif 65,64 66,30 66,97 67,64 68,32 
 

Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah 
 

57.923 59.081 61.948 63.806 65.720 
 

Presentasi Koperasi Berkualitas 
 

17,26 17,78 18,32 19,06 20,02 
2 

Meningkatkan Investasi 
dan Kemudahan 

Berusaha 

Menigkatnya 
kemudahan 

berusaha bagi 
Koperasi dan UKM 

 
Jumlah Wirausaha Baru 50 50 50 50 50 

Jumlah Koperasi dan UMKM yang 
mendapatkan bantuan perkuatan 

25 25 25 25 25 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 
2019-2024, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, dirumuskan 
sebagai pedoman implementasi terutama melalui program pembangunan daerah 
yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Strategi dan Arah 
Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koeprasi dan UKM Provinsi Maluku 
periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut : 
 
Visi : Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan 
Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan 
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani 

Tujuan  Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan 
Mewujudkan tata 
kelola pemerintahan 
yang baik dan bersih 

Menigkatnya Kinerja 
Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Maluku 

Peningkatan 
kompetensi aparatur 

 
Peningkatan kualitas 
produktifitas kerja 
lingkup Dinas 
Koperasi dan UKM 
 

Meningkatkan 
kerjasama antar 
pemerintahan 

Terwujudnya kolaborasi 
antar pemerintah dan 
pihak lainnya dalam 
pembangunan yang 
sinergis dan integratif 

Meningkatkan 
koordinasi dan 
kerjasama 
pembangunan dinas 
dengan pusat, dan 
kabupaten/kota 

 
Program yang akan mendukung Misi ini adalah Program Penciptaan Iklim Usaha 
Kecil Menengah yang Kondusif. 
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Visi  : Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam 
Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan 
Misi 5 : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata 

Tujuan  Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan 
Meningkatkan 
Investasi dan 
Kemudahan 
Berusaha 

Menigkatnya 
kemudahan 
berusaha bagi 
Koperasi dan UKM 

• Pengembangan 
prasarana usaha 
Koperasi dan UKM 

• Mendorong 
pemanfaatan 
sumber sumber 
pembiayaan bagi 
Koperasi dan UKM 

 

Peningkatan 
kapasitas ekonomi 
melalui 
pengembangan 
sarana & prasarana 
serta permodalan 
 

 
Program yang akan mendukung Misi ini adalah sebagai berikut : 

• Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah 

• Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 
• Program Pelayanan BLUD 
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Visi : Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam 
Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan 
Misi 6 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi 

Tujuan  Sasaran  Strategi  Arah Kebijakan 
Membangun sdm 
yang berkualitas dan 
berdaya saing 

Meningkatnya sumber 
daya manusia yang 
berdaya saing 

Penyelenggaraan 
pendidikan 
vokasi/diklat/bimtek 
bagi Koperasi dan 
UKM 

penignkatan sumber 
daya manusia 

 
Program yang akan mendukung Misi ini adalah sebagai berikut : 

• Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

• Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam 
Pembangunan 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
 
Berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan, maka disusun langkah-
langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun 
(2019-2024) meliputi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran 
dan Pendanaan Indikatif. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan ditetapkan 
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab untuk 
diwujudkan oleh OPD tahun 2019-2024. 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan 
guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan 
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan 
tertentu.  

Selain program utama, dalam Renstra ini juga dicantumkan program pendukung 
yang ada di semua bagian, yaitu: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 

7. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah 

8. Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 
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10.  Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam 
pembangunan 

11. Program Pelayanan BLUD 

Selanjutnya secara detil program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok 
sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagaimana terlampir 
dalam berikut ini : 



Target 3.310.746.516Rp        Target 9.484.338.010Rp         Target 9.958.554.910Rp       Target 10.456.482.656Rp   Target 10.979.306.788Rp   Target 11.528.272.128Rp  * Penyediaan Jasa Surat Menyurat * Terpenuhinya jasa surat menyurat   - 12 Bulan 39.787.000Rp                        12 Bulan 40.031.000Rp                               12 Bulan 42.032.550Rp                             12 Bulan 44.134.178Rp                          12 Bulan 46.340.886Rp                         12 Bulan 48.657.931Rp                        * Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik * Terpenuhinya  jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  - 12 Bulan 162.750.000Rp                     12 Bulan 212.050.000Rp                             12 Bulan 222.652.500Rp                           12 Bulan 233.785.125Rp                        12 Bulan 245.474.381Rp                       12 Bulan 257.748.100Rp                      * Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor * Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 318.618.457Rp                     12 Bulan 332.176.360Rp                             12 Bulan 348.785.178Rp                           12 Bulan 366.224.437Rp                        12 Bulan 384.535.659Rp                       12 Bulan 403.762.442Rp                      * Penyediaan Alat Tulis Kantor * Terpenuhinya alat tulis kantor  - 12 Bulan 121.780.303Rp                     12 Bulan 113.383.946Rp                             12 Bulan 119.053.143Rp                           12 Bulan 125.005.800Rp                        12 Bulan 131.256.090Rp                       12 Bulan 137.818.895Rp                      * Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan * Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan  - 12 Bulan 52.065.000Rp                        12 Bulan 47.769.636Rp                               12 Bulan 50.158.118Rp                             12 Bulan 52.666.024Rp                          12 Bulan 55.299.325Rp                         12 Bulan 58.064.291Rp                        * Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja * Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 9.600.000Rp                          12 bulan 7.200.000Rp                                 12 Bulan 7.560.000Rp                               12 Bulan 7.938.000Rp                            12 Bulan 8.334.900Rp                            12 Bulan 8.751.645Rp                          * Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penenrangan Bangunan Kantor * Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  - 12 Bulan 14.987.396Rp                        12 Bulan 15.597.104Rp                               12 Bulan 16.376.959Rp                             12 Bulan 17.195.807Rp                          12 Bulan 18.055.598Rp                         12 Bulan 18.958.377Rp                        * Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan * Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12 Bulan 15.240.000Rp                        12 Bulan 17.240.000Rp                               12 Bulan 18.102.000Rp                             12 Bulan 19.007.100Rp                          12 Bulan 19.957.455Rp                         12 Bulan 20.955.328Rp                        * Penyediaan Makanan dan Minuman * Terpenuhinya makan dan minum 12 Bulan 53.990.000Rp                        12 Bulan 53.020.000Rp                               12 Bulan 55.671.000Rp                             12 Bulan 58.454.550Rp                          12 Bulan 61.377.278Rp                         12 Bulan 64.446.141Rp                        * Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah * Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 256.100.000Rp                     12 Bulan 382.600.000Rp                             12 Bulan 401.730.000Rp                           12 Bulan 421.816.500Rp                        12 Bulan 442.907.325Rp                       12 Bulan 465.052.691Rp                      * Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran * Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 12 Bulan 1.513.233.360Rp                  12 Bulan 1.722.389.760Rp                          12 Bulan 1.808.509.248Rp                       12 Bulan 1.898.934.710Rp                    12 Bulan 1.993.881.446Rp                    12 Bulan 2.093.575.518Rp                  * Pengadaan Peralatan  Gedung Kantor * Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor   - 14 Unit 92.700.000Rp                        10 unit 101.500.000Rp                             3 Jenis 106.575.000Rp                           3 Jenis 111.903.750Rp                        3 Jenis 117.498.938Rp                       3 Jenis 123.373.884Rp                      *  Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional * Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional  - 1 Tahun 292.273.000Rp                     12 bulan 295.020.040Rp                             9 unit 309.771.042Rp                           9 unit 325.259.594Rp                        9 unit 341.522.574Rp                       9 unit 358.598.702Rp                      * Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor * Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun 31.000.000Rp                        1 Tahun 57.400.000Rp                               1 paket 60.270.000Rp                             1 paket 63.283.500Rp                          1 paket 66.447.675Rp                         1 paket 69.770.059Rp                        * Pemeliharaan rutin/berkala  gedung kantor * Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala  gedung kantor  - 1 paket 60.700.000Rp                               1 kali 63.735.000Rp                             1 kali 66.921.750Rp                          1 kali 70.267.838Rp                         1 kali 73.781.229Rp                         Program Perencanaan Pembangunan Daerah * Forum SKPD •Terlaksananya Forum SKPD   - 1 Keg 50.000.000Rp                               1 Keg 52.500.000Rp                             1 Keg 55.125.000Rp                          1 keg 57.881.250Rp                         1 Keg 60.775.313Rp                         Program Peningkatan Disiplin Aparatur * Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (satpam) * Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 4 org 7.500.000Rp                                 7.875.000Rp                               8.268.750Rp                            8.682.188Rp                            9.116.297Rp                          * Pameran dan Promosi Produk Koperasi dan UMKM * Terlaksananya Pameran dan Promosi  Produk Koperasi dan UMKM 5 Kumkm 61.000.000Rp                        5 KUMKM 114.600.000Rp                             5 KUMKM 120.330.000Rp                           5 KUMKM 126.346.500Rp                        5 KUMKM 132.663.825Rp                       5 KUMKM 139.297.016Rp                      * Bantuan Permodalan bagi Wirausaha Pemula * Terlaksananya Bantuan permodalan bagi Wirausaha Pemula 50 KUMKM 500.000.000Rp                             50 KUMKM 525.000.000Rp                           50 KUMKM 551.250.000Rp                        50 KUMKM 578.812.500Rp                       50 KUMKM 607.753.125Rp                      * Sosialisasi Kebijakan kelembagaan Koperasi bagi koperasi primer provinsi * Terlaksananya Sosialisasi kebijakan tentang pemberdayaan koperasi dan UKM   - 30 78.850.000Rp                               251.149.500Rp                        263.706.975Rp                       276.892.324Rp                      89.400.000Rp                        7 Org 12 Org 12 Org 12 Org Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan IndikatorKinerja Program(outcome) Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)2020 2021 2022 20232019Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)Indikator Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Program Peningkatan Kapasitas * Tersediaanya Pelatihan Bagi Aparatur 13 Org 227.800.000Rp                             239.190.000Rp                            Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif * Pendidikan dna Pelatihan Teknis
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*Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah * Terlaksananya Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Pinjaman/Pembiayaan dana Bergulir 11 Kab/Kota 341.128.240Rp                             11 Kab/Kota 358.184.652Rp                           11 Kab/Kota 376.093.885Rp                        11 Kab/Kota 394.898.579Rp                       11 Kab/Kota 414.643.508Rp                      * Pemantauan pengelolaan/pemanfaatan sarana usaha koperasi (pasar/PKL *  Terlaksananya Pemantauan Pengelolaan sarana Usaha Koperasi(Pasar dan PKL)   - 11 Kab/Kota 83.350.000Rp                               11 Kab/Kota 87.517.500Rp                             11 Kab/Kota 91.893.375Rp                          11 Kab/Kota 96.488.044Rp                         11 Kab/Kota 101.312.446Rp                      * Verifikasi data keragaan KUMKM * Terlaksananya Verifikasi data keragaan KUMKM 11 Kab/Kota 82.792.500Rp                             *  Bimtek Pengawasan Koperasi * Terselenggaranya Bimtek Pengawasan Koperasi 11 Kab/kota 91.278.731Rp                         11 Kab/kota 95.842.668Rp                        * Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi * Terlaksananya Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 11 Kab/Kota 86.932.125Rp                          * Bimbingan Teknis Penilaian kelayakan usaha * Terlaksananya Bimtek Penilaian Kelayakan Usaha Koperasi - 5 Kab/Kota 86.986.000Rp                        5 Kab/Kota 114.725.000Rp                             5 Kab/Kota 120.461.250Rp                           5 Kab/Kota 126.484.313Rp                        5 Kab/Kota 132.808.528Rp                       5 Kab/Kota 139.448.955Rp                      * Bimtek Pembuatan Laporan Koperasi dan RAT * Terlaksananya Bimtek Pembuatan Laporan Koperasi dan  - 5 Kab/Kota 36.040.000Rp                        3 kab/Kota 74.250.000Rp                               3 kab/Kota 77.962.500Rp                             3 kab/Kota 81.860.625Rp                          3 kab/Kota 85.953.656Rp                         3 kab/Kota 90.251.339Rp                        *  Identifikasi Produk  Unggulan Daerah * Terlaksananya Identifikasi Produk  Unggulan KUMKM  - 9 Kab 63.196.000Rp                        5 Kab/kota 92.185.000Rp                               5 Kab/kota 96.794.250Rp                             5 Kab/kota 101.633.963Rp                        5 Kab/kota 106.715.661Rp                       5 Kab/kota 112.051.444Rp                      * Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah * Terlaksananya Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah 1 paket 500.000.000Rp                             1 paket 525.000.000Rp                           1 paket 551.250.000Rp                        1 paket 578.812.500Rp                       1 paket 607.753.125Rp                      *  Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan 240 Org 676.919.040Rp                             200 Org 569.300.000Rp                           250 Org 696.872.921Rp                        200 Org 626.230.000Rp                       230 Org 782.396.945,00Rp                *  Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina 40 Org 97.522.374Rp                               * Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi 160 Org 470.203.010Rp                             40 Org 102.438.020Rp                           200 Org 654.695.000Rp                      * Pendampingan bagi Peserta Pendidikan dan Pelatihan * Terlaksananya Pendampingan bagi Peserta Pendidikan dan Pelatihan 9 Org 267.200.000Rp                             11 Org 400.260.000Rp                           11 Org 428.725.000Rp                        11 Org 450.161.250Rp                       11 Org 471.597.500Rp                      * Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi * Terlaksananya Pendidikan dna Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi 160 Org 463.897.500Rp                             200 Org 597.765.000Rp                        *  Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi KUMKM 240 Org 671.780.000Rp                             200 Org 569.300.000Rp                           200 Org 597.765.000Rp                        200 Org 626.230.000,00Rp                  200 Org 654.695.000Rp                      * Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Usaha * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Usaha 200 Org 569.300.000Rp                           * Pendidikan dan Pelatihan Kemasan * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kemasan 200 Org 569.300.000Rp                           * Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam 200 Org 626.230.000,00Rp                  * Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran 200 Org 597.765.000Rp                        * Pendidikan dan Pelatihan manajemen Pertokoan * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan manajemen Pertokoanil 200 Org 626.230.000,00Rp                  * Pendidikan dan Pelatihan Permodalan * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Permodalan 40 Org 109.756.317,00Rp                  * Pendidikan dan Pelatihan manajemen Usaha Kecil * Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan manajemen usaha kecil 200 Org 654.695.000Rp                      * Monitoring Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring evaluasi dan Pelaporan 11 Kab/Kota 181.000.000Rp                             11 Kab/Kota 190.050.000,00Rp                     11 Kab/Kota 199.552.500Rp                        11 Kab/Kota 209.530.125Rp                       11 Kab/Kota 220.006.631Rp                      * Fasilitasi Akses Pemasaran Berbasis Digital * terlaksananya Fasilitasi Akses Pemasaran Berbasis Digital 1 Paket 500.000.000Rp                             11 Kab/Kota 525.000.000,00Rp                     11 Kab/Kota 551.250.000Rp                        11 Kab/Kota 578.812.500Rp                       11 Kab/Kota 607.753.125Rp                       -  Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  Program Peningkatan  Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 
Renstra Dinas Koperasi UMKM
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
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* Penilaian Kesehtan Koperasi Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi 10 kop 54.200.000Rp                               10 kop 56.910.000Rp                             10 kop 59.755.500Rp                          10 kop 62.743.275Rp                         10 kop 65.880.439Rp                        * Bimtek Pengembangan Usahabagi Koperasi Wanita * Terlaksananya BimtekPengembangan Usaha bagiKoperasi Wanita 33 kop 68.400.000Rp                               33 kop 71.820.000Rp                             33 kop 75.411.000Rp                          33 kop 79.181.550Rp                         33 kop 83.140.628Rp                        * Sosialisasi UP2K seMaluku * Terlaksananya Sosialisasi UP2KseMaluku 90 Org 100.000.000Rp                             90 Org 105.000.000Rp                           90 Org 110.250.000Rp                        90 Org 115.762.500Rp                       90 Org 121.550.625Rp                       Program Pelayanan BLUD •Terlaksananya Peningkatanpelayanan BLUD   - 11 kab/Kota 290.750.000Rp                             11 kab/Kota 305.287.500Rp                           11 kab/Kota 320.551.875Rp                        11 kab/Kota 336.579.469Rp                       11 kab/Kota 353.408.442Rp                      Ket : 9.193.588.010Rp         9.653.267.410Rp       10.135.930.781Rp   10.642.727.320Rp  11.174.863.686Rp Pagu Tiap Tahunnya Tidak Termasuk dengan penyaluran pinjaman pada Program Pelayanan BLUD  Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 
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Perangkat DaerahPenanggung Jawab









2.550.000.000   0,050                  127.500.000      2.677.500.000   
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOPERASI DAN UKM  
Indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku yang menunjukan kinerja 
yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Maluku lima tahun kedepan 
 

Tabel 7.1 
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2024) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                   Persentase Jumlah Koperasi Aktif Persen 72,00 64,34 64,99 65,64 66,30 66,97 67,64 68,32 Pertumbuhan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah Unit 67,09 55,675 56,788 57,923 59,081 61,948 63,806 65,720 Persentase Koperasi berkualitas Persen 18,14 16,58 16,92 17,26 17,78 18,32 19,06 20,02 
 
 

17 
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63 BAB VIII  
PENUTUP 

 
 
 

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Maluku ini 
merupakan Rencana Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menegah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 
kurun waktu tahun 2019 -2024. 

Rencana strategis ini memiliki fleksibilitas, dinamis sepanjang pelaksanaan 
pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah secara efisien, tepat sasaran dan 
berdayaguna, serta sesuai dengan visi, misi arah kebijakan dan tujuan 
pemberdaayan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah yang ditetapkan. 
 Rencana Strategis ini selain sebagai acuan dan pedoman, dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun 2019 -2024 juga 
dapat digunakan untuk mengukur indicator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah.  
 DR. Ir. ROMELUS FAR FAR, M.Si. 
 PEMBINA UTAMA MADYA 
 NIP. 19600221 198503 1 017 


